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PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional
Administrator Database Kependudukan, perlu menetapkan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Administrator

Database Kependudukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5949);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
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Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan
Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1282);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Administrator Database
Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1833 Nomor 2017).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN
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Pasal 1
Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional
Administrator Database Kependudukan tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

Pasal 2
Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Badan ini,
dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2017
tentang Jabatan Fungsional Administrator Database

Kependudukan.

Pasal 3
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan
pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2017 tentang Jabatan Fungsional Administrator Database
Kependudukan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai
Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan.
Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2018

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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I. PENDAHULUAN
A. Umum

1.

B. Tujuan
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LAMPIRAN

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN

Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2017 telah ditetapkan
Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Administrator
Database Kependudukan, perlu ditetapkan Peraturan Badan
Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan

Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan.

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Administrator

Database Kependudukan bertujuan untuk memberikan pedoman

kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan

pejabat yang berkepentingan dalam pelaksanaan dan pembinaan

Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan.

C. Pengertian

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
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